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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGENAAN BEA MASUK
ANTIDUMPING ATAS IMPOR PRODUK BIAXIALLY ORIENTED POLYETHYLENE TEREPHTHALATE YANG
BERASAL DARI INDIA, REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK, DAN THAILAND.

ABSTRAK : -

CATATAN : -

Bahwa Indonesia sebagai negara anggota Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade
Organization) berkewajiban untuk berperan aktif dalam mewujudkan tatanan
perdagangan dunia yang adil serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23D ayat (2)
Undang Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Keuangan tentang Pengenaan Bea Masuk Antidumping atas Impor Produk Biaxially
Oriented Polyethylene Terephthalate yang Berasal dari India, Republik Rakyat
Tiongkok, dan Thailand.

Dasar Hukum Peraturan ini adalah:,

Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 10 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan
UU No. 17 Tahun 2006; UU No. 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU
No. 61 Tahun 2024; PP No. 34 Tahun 2011; PERPRES No. 158 Tahun 2024; PERMENKEU
No. 124 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan PERMENKEU No. 117 Tahun
2025.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Pengenaan Bea Masuk Antidumping terhadap impor produk BOPET (dalam bentuk
pelat, lembaran, film, foil, dan strip lainnya dari plastik non-seluler) dengan pos tarif
€x3920.62.10, ex3920.62.91, dan ex3920.62.99 dari India, Tiongkok, dan Thailand.
Tarif bea masuk antidumping ditetapkan bervariasi bagi produsen/perusahaan
tertentu, yakni India (4,0% - 8,5%), Tiongkok (2,6% - 10,6%), dan Thailand (2,2% -
7,1%). Bea masuk ini merupakan tambahan dari bea masuk umum (Most Favoured
Nation) atau bea masuk preferensi. Ketentuan ini berlaku bagi barang yang dokumen
pemberitahuan pabean impornya telah mendapat nomor pendaftaran atau yang tarif
dan nilai pabeannya ditetapkan oleh kantor pabean.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 1 April 2026,
ditetapkan pada tanggal 13 Maret 2026.
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